
Izin Penyelenggaraan PKBM(Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)
No. SK : 503/154/DPMPTSP/2024

Persyaratan

1. 1. Dokumen PERSyaratan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 meliputi : 10. 11. 

3. Manajemen dan Proses Pendidikan 14. susunan pengurus, program kerja, dll 15. Fotocopi akta 

lembaga yang di terbitkan notaris

2. A. Nomor Induk Berusaha

3. Dokumen Pernyataan Pemenuhan Komitmen: Izin Lokasi Izin Lingkungan Izin Mendirikan Bangunan

4. Data Permohonan izin Usaha

5. Laporan Hasil Penelitian dan / atau Pemeriksaan Zfisik (BA Lapngan)

6. Pengecekan KSWP

7. Hasil Studi kelayakan

8. Isi Pendidikan

9. Jumlah dan kualifikasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

10. Sapras Pendidikan

11. Biaya Pendidikan

12. Sistem Evaluasi dan Sertifikasi

13. Manajemen dan Proses Pendidikan

14. susunan pengurus, program kerja, dll

15. Fotocopi akta lembaga yang di terbitkan notaris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jln willem iskandar dalan lidang 22978 081361677735 

Pemerintah Kab. Mandailing Natal / Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 23 Nov 2024 pukul 15:57. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

https://sippn.menpan.go.id
https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8277273/pemerintah-kab-mandailing-natal/izin-penyelenggaraan-pkbmpusat-kegiatan-belajar-masyarakat


1. Pemohon mengunduh formulir izin diwebsite www.dpmptsp. madina.go.id atau dapat diambil di 

DPMPTSP Kabupaten Mandailing Natal;

2. Pemohon melakukan registrasi dan login ke Aplikasi perizinan atau melakukan pendaftaran melalui 

Petugas Front Office (FO).

3. Pemohon mengajukan permohonan izin dalam aplikasi perizinan dan upload persyaratan izin;

4. Pemohon mengisi Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Keabsahan Dokumen dan 

Kebenaran Data Pemohon;

5. Petugas Front Office (FO) memvalidasi kelengkapan dokumen melalui sistem dan sistem secara 

otomatis akan menerbitkan tanda terima dokumen permohonan izin yang telah memenuhi 

persyaratan.

6. Sistem akan memberikan notifikasi kepada Pemohon apabila dokumen tidak lengkap.

7. Sistem secara otomatis akan menolak permohonan apabila dalam jangka waktu 3 x 24 jam pemohon 

tidak melengkapi dokumen yang dipersyaratkan;

8. Permohonan yang ditolak oleh sistem dapat diajukan kembali sebagai permohonan baru.

9. Sistem akan meneruskan permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan kepada Pejabat yang 

membidangi Perizinan;

10. Izin yang di terbitkan diserahkan kepada pemohon dengan menunjukkan tanda terima berkas dan 

mengisi Kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

11. Pemrosesan

12. Pengajuan dan Penjadwalan personil Tim Teknis Pemeriksa Dokumen Permohonan Izin;

13. Verifikasi dan Persetujuan SPT oleh Kepala Dinas ;

14. Penerbitan SPT pada hari dan tanggal penerimaan dokumen;

15. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi oleh Tim Teknis paling lama 1 (satu) hari 

setelah SPT terbit ;

16. Validasi Persetujuan atau Penolakan Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi Tim Teknis oleh Pejabat 

yang membidangi Pelayanan Perizinan;

17. Persetujuan atau Penolakan izin oleh Kepala Dinas berdasarkan Rekomendasi Tim Teknis;

18. Terhadap Permohonan izin yang disetujui, Kepala Dinas melakukan Penandatanganan dan Penerbitan 

Izin secara elektronik pada sistem.

19. Pengajuan dan Penjadwalan personil Tim Teknis Pemeriksa Dokumen Permohonan Izin;

20. Verifikasi dan Persetujuan SPT oleh Kadis;

21. Penerbitan SPT pada hari dan tanggal penerimaan dokumen;

22. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Rekomendasi oleh Tim 

Teknis paling lama 2 (dua) hari setelah SPT terbit;

23. Validasi Persetujuan atau Penolakan Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi Tim Teknis oleh Pejabat 

yang membidangi Pelayanan Perizinan;

24. Persetujuan atau Penolakan izin oleh Kepala Dinas berdasarkan Rekomendasi Tim Teknis.

25. Terhadap status penolakan permohonan izin, Pejabat yang membidangi Pelayanan Perizinan meng-

upload dokumen penolakan izin yang telah ditandatanganisecara elektronik oleh Kepala Dinas pada 

sistem;

26. Terhadap Permohonan izin yang disetujui, Kepala Dinas melakukan Penandatanganan dan Penerbitan 

izin secara elektronik pada sistem.
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Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Hari  pertama Menerima dan memriksa berkas persyaratan permohonan dan menyampaikan berkas 

permohonan kepada Tim Tekhnis untuk di verifikasi 

Hari kedua Tim Tekhnis melakukan verifikasi dan dan evaluasi serta peninjuan lapangan dari hari ke dua 

sampai hari ke  ke enam dan membuat Rekomendasi layak atau tidak di terbitkan izinnya 

Hari ke tujuh, ke berdasarkan Rekomendasi dari Tim Tekhnis izin diterbitkan atau di tolak dan 

menyerahkannya kembali ke pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Penyelenggaraan PKBM(Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)

Pengaduan Layanan
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1.          Pengaduan secara lisan disampaikan dengan cara menyampaikan kepada Petugas Loket 

Pengaduan pada DPMPTSP K abupaten Mandailing Natal . 

2.         Pengaduan secara tertulis disampaikan dengan cara :

A.   Menyampaikan surat secara resmi yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP K      abupaten Mandailing 

Natal dengan alamat Jalan Willem Iskander Dalan Lidang Panyabungan , Kode Pos 22978.

B.   Mengisi formulir pengaduan yang disediakan di Loket Pengaduan pada     DPMPTSP Kabupaten 

Mandailing Natal.

C.    Melalui Kotak Pengaduan di K abupaten Mandailing Natal .

3.           Pengaduan secara elektronik disampaikan dengan cara :

A.   Email : dpmptsp. madina@gmail.com​

b.   https:// www.dpmptsp.madina.go.id 

            c.   Layanan Telepon 0812 6443 0559
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